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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat dan rahmat-Nya sehingga buku ini, yang berjudul POLITIK
HUKUM PIDANA, dapat terselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya
untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik
hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan
hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang
mempengaruhinya. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami berupaya
menguraikan keterkaitan antara politik dan hukum pidana, serta
bagaimana hal tersebut berdampak pada sistem peradilan di
Indonesia.

Buku ini terdiri dari 15 (lima belas) bab yang tersusun secara
sistematis. Bab 1 memberikan pengantar umum mengenai politik
hukum pidana, yang menjadi fondasi untuk memahami bab-bab
selanjutnya. Bab 2 membahas teori dan konsep politik hukum pidana,
yang bertujuan memberikan kerangka teoretis dalam menganalisis
berbagai isu yang diangkat dalam buku ini. Bab 3 menyoroti sejarah
perkembangan politik hukum pidana di Indonesia, yang sangat
penting untuk memahami konteks historis dari kebijakan hukum yang
ada saat ini. Bab 4 menjelaskan sistem dan fungsi hukum pidana,
sebagai landasan utama dalam menganalisis peran hukum pidana di
dalam masyarakat. Bab 5 membahas politik hukum pidana dalam
konstitusi Indonesia, yang merupakan dasar hukum tertinggi dalam
sistem hukum nasional. Bab 6 menguraikan proses reformasi hukum
pidana, yang menjadi salah satu isu penting dalam upaya pembaruan
sistem hukum di Indonesia. Bab 7 membahas politik kriminalisasi dan
dekriminalisasi, yang merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam
kebijakan hukum pidana. Bab 8 mengeksplorasi peran politik dalam
penegakan hukum pidana, sebuah aspek yang tak terpisahkan dari
praktik hukum pidana di Indonesia. Bab 9 membahas korupsi dan
politik hukum pidana, mengingat korupsi merupakan masalah besar
yang terus dihadapi oleh bangsa ini. Bab 10 mengulas politik hukum
hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, yang menjadi salah
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satu isu kritis dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi
tantangan HAM di masa kini. Bab 11 menyoroti politik hukum pidana
terhadap tindak pidana terorisme, sebuah isu yang semakin relevan
dalam konteks keamanan nasional. Bab 12 membahas hukum pidana
ekonomi dan politik hukum, di mana aspek ekonomi menjadi salah
satu bidang yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengaturan
hukum pidana. Bab 13 membahas kejahatan siber dan regulasi,
sebuah topik yang semakin penting di era digital saat ini. Bab 14
mengulas hubungan antara politik hukum pidana dan perkembangan
artificial intelligence, yang diprediksi akan menjadi tantangan besar di
masa depan. Akhirnya, Bab 15 menutup buku ini dengan membahas
tantangan dan peluang politik hukum pidana di masa depan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca
sangat Penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.
Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dalam proses penulisan dan penerbitan buku
ini. Semoga buku ini memberikan kontribusi positif bagi
perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, serta menjadi
referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, dan
pembuat kebijakan.

Tim Penulis
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Pengantar Politik Hukum Pidana

bertujuan untuk memperbaiki cara hukum diterapkan, sehingga
proses peradilan menjadi lebih adil dan efisien. Ketiga, hukum
pelaksanaan pidana, yang mencakup sistem pelaksanaan hukuman,
seperti cara pemidanaan dan rehabilitasi. Pembaharuan di sini
penting untuk memastikan bahwa hukuman tidak hanya ditegakkan
dengan benar, tetapi juga memberikan dampak positif dalam
rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat.

Gambar 1.1: Ilustrasi Hukum Pidana
Sumber : freepik.com

Keterkaitan Antara Politik Hukum Pidana dengan Politik
Kriminal, Politik Hukum, Politik Penegakan Hukum, dan
Politik Sosial
Politik hukum pidana sebagai cabang dari politik hukum, berfokus
pada bagaimana kebijakan hukum pidana dirancang dan diterapkan
untuk mengatasi kejahatan dan memastikan keadilan. Namun, untuk
benar-benar memahami dampaknya, perlu mengaitkannya dengan
beberapa dimensi politik lainnya. Menurut Barda Nawawi Arief,
politik hukum pidana memiliki keterkaitan erat dengan politik
penegakan hukum (law enforcement policy), politik kriminal (criminal
policy), dan politik sosial (social policy).
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik makna bahwa

pada hakikatnya politik hukum pidana yaitu:
1. Komponen dari kebijakan rasional yang bertujuan untuk

memperbarui substansi hukum agar penegakan hukum menjadi

lebih efektif;
Wahyu Beny Mukti Setiyawan




Pengantar Politik Hukum Pidana

dapat merevisi atau memperbarui hukum pidana untuk mengatasi
kendala yang dihadapi di lapangan. Keterkaitan ini menciptakan
siklus  berkelanjutan antara perumusan Kkebijakan dan
penerapannya, yang meningkatkan kualitas sistem peradilan
pidana secara keseluruhan dan memastikan bahwa kebijakan
hukum pidana tetap relevan dan efektif dalam menjaga keadilan
dan keamanan masyarakat.

Gambar 1.2: [lustrasi Penyelidikan
Sumber : freepik.com

. Keterkaitan Politik Hukum Pidana dengan Politik Sosial
(Social Policy)
Pada dasarnya hukum pidana merupakan upaya untuk melindungi
masyarakat, oleh karena itu politik hukum pidana juga menjadi
bagian dari politik sosial. Kebijakan atau politik sosial dapat
didefinisikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat
(Yuhelson, 2018). Dalam proses pembuatan peraturan perundang-
undangan hukum pidana tentu perlu melihat kondisi yang sedang
terjadi di masyarakat. Hukum pidana harus mengidentifikasi
permasalahan baru apa saja yang muncul di tengah masyarakat
untuk kemudian dikaji dan dibuatkan peraturan dengan tujuan
dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Politik hukum pidana dan politik sosial saling terkait karena
kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial
di mana hukum tersebut diterapkan. Politik sosial mencakup

Wahyu Beny Mukti Setiyawan n
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Teori dan Konsep Politik Hukum Pidana

menggunakan hukum pidana adalah salah satu sarana
penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui proses sistematik,
yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana
dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu
proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan
kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh
badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap
kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat
penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut
juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara
konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat
disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Dalam arti yang sempit, maka tahap kebijakan kedua dan ketiga
biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (law
enforcement). Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam
kebijakan formulasi, dari berbagai jenis sanksi pidana yang dikenal
dalam hukum pidana pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana
yang paling banyak digunakan dalam perumusan hukum pidana di
Indonesia selama ini. Bahkan jenis pidana ini boleh dikatakan telah
mendunia, karena jenis pidana penjara hampir dapat ditemui pada
setiap negara di dunia. Akan tetapi dalam perkembangannya banyak
kalangan yang mempersoalkan kembali jenis pidana ini. Hal tersebut
terutama berkenaan dengan masalah efektifitas serta dampak negatif
dari penggunaan pidana penjara itu.

ok ok ok ok sk ok ok Kok ok
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Gambar 3.1: Sidang Dewan Pertanahan di Madioen
Sumber: Leiden University Libraries Digital Collections

Pada tahun 1810, kekuasaan Inggris berakhir dan Nusantara atau
Hindia Belanda kembali dikuasai oleh Belanda. Pada periode ini,
peraturan untuk koloni sepenuhnya berada ditangan raja sebagai
penguasa mutlak, berbeda dengan masa VOC dimana kekuasaan
berada pada kongsi dagang. Keberadaan politik hukum Hindia
Belanda dapat dilihat melalui pemberlakuan peraturan Belanda
seperti Regeling Reglement (RR) tahun 1855-1926. Regeling
Reglement (RR) adalah sebuah peraturan dasar yang dibuat oleh raja
dan parlemen untuk menjalankan pemerintahan negara jajahan. RR
juga dikenal sebagai UUD Pemerintahan Jajahan Belanda, ditetapkan
dalam Staatsblad No. 2 Tahun 1855. Beberapa kodifikasi hukum
pidana yang berhasil diundangkan selama masa berlaku Regeling
Reglement, sebagai berikut.

1. Wetboek van Strafrecht voor Europeanen, atau Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Eropa, yang diterbitkan dalam Staatsblad
No. 55 Tahun 1866.

2. Algemene Politie Strafreglement, yang merupakan bagian tambahan
dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa.

3. Wetboek van Strafrecht voor Inlander atau Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Pribumi, yang ditetapkan dalam Staatsblad No. 85
Tahun 1872.

4. Politie Strafreglement untuk orang non-Eropa.
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masih berada dalam masa transisi yang berlangsung selama tiga
tahun. Masa transisi dimaksudkan untuk memberikan waktu yang
cukup bagi seluruh elemen penegak hukum, pemerintah, dan
masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan
baru yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
direncanakan akan mulai diberlakukan secara penuh pada tahun
2026. Dengan berlakunya undang-undang ini, diharapkan dapat
tercipta sistem hukum pidana yang lebih modern, adil, dan responsif
terhadap dinamika masyarakat Indonesia. Pembaruan ini juga
diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum di Indonesia,
meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, serta menanggulangi
berbagai bentuk kejahatan dengan lebih efektif.

dan HAM kepada DPR Pada 6 Desember 2022
Sumber : bphn.go.id
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1. Fungsi umum hukum pidana adalah pengatur hidup
kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata tertib dalam
masyarakat.

2. Fungsi khusus hukum pidana melindungi kepentingan umum
terhadap perbuatan kejahatan yang dilakukan, dengan penjatuhan
sanksi yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum. Selain itu
fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan
hukum, tidak hanya kepentingan individu yang dilindungi akan
tetapi kepentingan masyarakat, negara, dan sebagainya.

Oleh sebab itu di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang
berkaitan dengan kejahatan keamanan negara sebagai wujud
perlindungan kepentingan negara dan umum. Perlindungan terhadap
kepentingan individu, ada beberapa hal yang dilindungi antara lain:

1. Perlindungan terhadap nyawa, oleh sebab itu di dalam KUHP
terdapat pasal-pasal yang berkaitan terhadap nyawa

2. Perlindungan terhadap harta kekayaan, oleh sebab itu di dalam
KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitaan dengan harta kekayaan

3. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan dan nama
baik. Di dalam KUHP terdapat juga pasal-pasal yang berkaitan
dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang
berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Selanjutnya fungsi khusus hukum pidana memberikan keabsahan
kepada negara dalam rangka menjalankan fungsinya melindungi
kepentingan hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap
kepentingan hukum negara, masyarakat dan atau individu, maka
dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang negara dapat
menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan
terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu fungsi
khusus hukum pidana adalah memberi keabsahan kepada negara
untuk menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum dalam
konteks hukum pidana formil.

Sementara itu H.L.A Hart menyatakan hukum pidana memiliki
fungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan
oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart fungsi hukum
pidana tidak saja memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak
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mengulangi melakukan kejahatan, tetapi juga untuk mencegah
masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Sedangkan Wilkins
menyebutkan fungsi utama hukum pidana adalah memperkecil
kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya (van
Bemmelen, 1984).

Melihat dari tugas, fungsi hukum pidana yang diuraikan oleh para
sarjana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana dengan
sanksinya diharapkan dapat menanggulangi kejahatan. Hukum pidana
diharapkan mampu mencegah terjadi kejahatan (prevention) baik oleh
orang yang belum pernah melakukan kejahatan (tidak terjadi first
offender) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya
(tidak terjadi pengulangan kejahatan/recidive), sehingga tercipta
ketertiban (masyarakat terlindung dari kejahatan).
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3. Reformasi Hukum
Upaya untuk mengubah sistem hukum untuk mencerminkan nilai-
nilai politik tertentu atau untuk memperbaiki kekurangan yang ada
dalam sistem hukum;

4. Independensi Peradilan
Hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Politik hukum seringkali melibatkan isu-isu terkait dengan
independensi hakim dan pengadilan dari pengaruh politik;

5. Politik Partai dan Hukum
Pengaruh partai politik dalam merancang dan mengubah hukum.
Kadang-kadang, keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh
kepentingan politik partai atau kelompok tertentu. Politik hukum
sangat penting karena hukum tidak hanya mempengaruhi
kehidupan sehari-hari warga negara tetapi juga berfungsi sebagai
alat untuk mengimplementasikan kebijakan politik dan mencapai
tujuan sosial dan ekonomi.

Mahfud M.D. mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan
hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia
secara nasional. Politik hukum ini mencakup dua aspek utama:
pertama, pembangunan hukum yang fokus pada pembuatan dan
pembaruan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk
penegasan fungsi lembaga dan pembinaan terhadap para penegak
hukum. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa politik hukum
mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum, yang pada
gilirannya menunjukkan arah dan karakter hukum yang akan
dikembangkan dan ditegakkan di Indonesia (Mahfud MD, 2009, p. 17).

Pembaruan reformasi hukum akan mencapai hasil maksimal
apabila mendapat dukungan dari sistem politik negara atau
pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh ciri utama model rule of law
yang melindungi otonomi institusional, yaitu adanya pemisahan
antara kehendak politik dan putusan hukum. Indonesia, sebagai
negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu,
seharusnya hukum menempati posisi yang lebih tinggi daripada
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esensial dalam proses pembaruan hukum pidana, karena pembaruan

tersebut merupakan bagian integral dari langkah kebijakan yang

mencakup politik hukum, penegakan hukum, politik hukum pidana,

politik kriminal, dan politik sosial (Arief, 2008, p. 29).

Aspek-aspek penting dalam politik hukum pidana menurut

konstitusi Indonesia:

1. Sumber Hukum Pidana
UUD NRI 1945 menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum
di Indonesia, termasuk hukum pidana. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) merupakan wujud konkret dari politik
hukum pidana yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip
yang terkandung dalam konstitusi.

2. Prinsip Legalitas (Pasal 1 KUHP)
Prinsip legalitas adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana
yang berakar pada nilai-nilai konstitusional. Pasal 1 ayat (1) KUHP
menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali
berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan
yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Prinsip ini sejalan
dengan jaminan konstitusional dalam UUD NRI 1945 yang
mengatur bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di
hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1)) dan tidak boleh dipidana tanpa
proses hukum yang sah.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
UUD NRI 1945, terutama setelah amandemen, mengandung
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia.
Pasal 28A hingga 28] UUD NRI 1945 menggariskan hak-hak asasi
yang harus dihormati, termasuk dalam proses peradilan pidana.
Hak ini mencakup presumption of innocence, hak atas pengadilan
yang adil dan tidak memihak, hak untuk tidak disiksa, serta hak
atas bantuan hukum.

4. Prinsip Keadilan
Politik hukum pidana Indonesia juga berlandaskan pada prinsip
keadilan yang tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.
Keadilan harus tercermin dalam seluruh tahapan sistem peradilan
pidana, mulai dari pembuatan undang-undang pidana, pelaksanaan
penegakan hukum, hingga pemberian sanksi. Pasal 28D ayat (1)
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8. Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Diskriminatif
Penegakan hukum pidana di Indonesia harus dilakukan secara adil
dan tidak diskriminatif. Ini merupakan bagian dari politik hukum
yang berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD
NRI 1945. Penegakan hukum yang diskriminatif atau melanggar
hak-hak dasar manusia dapat diadukan dan diuji melalui
mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui Mahkamah
Konstitusi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, politik hukum pidana di Indonesia merupakan
bagian dari upaya negara untuk membentuk sistem hukum pidana
yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi serta
Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia.

Politik hukum pidana dalam Konstitusi Indonesia mencerminkan
upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan ketertiban sosial
dengan perlindungan hak asasi manusia, serta menyesuaikan hukum
pidana dengan perkembangan nilai-nilai sosial, budaya, dan politik
yang ada di masyarakat berdasarkan konstitusi Indonesia. Hal ini
akhirnya terwujud dalam lahirnya Undang-Undang KUHP baru pada
tahun 2023 dan akan mulai berlaku tahun 2026, yang menjadi cita-cita
bangsa dan para ahli hukum. Meskipun menuai pro dan kontra,
namun diyakini bahwa dengan terwujudnya KUHP tersebut dapat
melepaskan Indonesia dari stigma pengguna hukum warisan
kolonialisme.
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aturannya tentu jauh berbeda dengan KUHP lama. Untuk itulah perlu
dipahami secara mendalam perbedaan pengaturan dalam KUHP baru
tersebut agar implementasinya dapat diterapkan secara maksimal.

Reformasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), terdapat
reformasi hukum pidana yang tercermin dari perbedaan sistematika
sebagai berikut:

Tabel 6.1: Perbedaan Sistematika KUHP (WvS) dan KUHP 2023

Undang-Undang No. 1 Tahun
2023 tentang KUHP
(624 pasal terdiri dari 43 Bab)

KUHP (WvS)
(569 pasal terdiri dari 49 Bab)

Aturan Umum Aturan Umum
(103 Pasal Terdiri dari 9 Bab) (187 Pasal Terdiri dari 6 Bab)
Kejahatan
(385 Pasal Terdiri dari 31 Bab) Tindak Pidana

Pelanggaran (437 Pasal Terdiri dari 37 Bab)

(81 Pasal Terdiri dari 9 Bab)
Sumber: Bahan Hukum Primer, 2024

Reformasi hukum pidana dapat terlihat dari perbedaan antara
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dengan yang lama,
secara garis besar sebagai berikut:

1. Filosofi
a. KUHP Lama: Berbasis pada asas retributif (pembalasan).
Pasal 1 ayat 1 KUHP lama menjelaskan bahwa suatu tindakan
tidak dapat dipidana kecuali telah terdapat peraturan yang
mendahuluinya. Dalam pasal ini tidak terdapat pengecualian
khusus yang diatur selanjutnya mengenai asas legalitas hanya
menjelaskan apabila terjadi perubahan dalam suatu peraturan
ketika perbuatan telah dilakukan maka akan dipilih yang paling
menguntungkan terdakwa artinya asas ini berlaku secara
absolut tidak dapat diganggu. Asas yang terkandung dalam pasal
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yang dimaksud ada pemenuhan terhadap kewajiban adat
setempat yang diatur dalam Pasal 66 ayat 1 huruf f.
Konsekuensi:
Dalam UU 1/2023, hakim dapat menetapkan kepada pelaku tindak
pidana untuk melaksanakan kewajiban adat setempat dengan
menjunjung tinggi nilai dan norma masyarakat setempat.

13. Diversi
a. KUHP Lama: Tidak secara tegas memberikan ruang bagi
penerapan diversi.
b. UU 1/2023: Memberikan ruang terhadap upaya penyelesaian
perkara diluar proses peradilan.

Pasal 112 UU 1/2023 bahwa dalam hal seorang anak yang
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di
bawah 7 (tujuh) tahun tidak berupa pengulangan tindak pidana
maka diwajibkan untuk melakukan diversi.

Konsekuensi:

Dengan mengedepankan pendekatan restorative justice, diversi ini
dapat diberlakukan dengan tujuan menyelesaikan perkara pidana
dengan lebih efektif dan efisien.

Penutup

Dengan adanya reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), diharapkan telah tercapai 4
(empat) misi perubahan mendasar yakni dekolonisasi, demokratisasi,
konsolidasi, dan harmonisasi; sehingga diharapkan membawa
perubahan yang positif bagi penegakan hukum pidana kedepannya.
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Penetapan Perbuatan sebagai Tindak pidana

Herbert Packer menyatakan bahwa, pada dasarnya permasalahan
pidana meliputi 3 (tiga) pembahasan pokok yaitu terkait perbuatan
apa yang dipidana; terkait dengan  kesalahan dan
pertanggungjawaban pidana; dan terkait reaksi terhadap peristiwa
pidana yang terjadi (Parker, 1968). Isu pertama berkaitan dengan
pertanyaan terkait landasan yang digunakan dalam menentukan
sebuah perbuatan sebagai tindak pidana. Hal ini berkaitan erat dengan
permasalahan ketiga terkait ancaman pidana yang tertulis sebagai
reaksi dari perbuatan pidana yang dilakukan. Sedangkan
permasalahan kedua pula tergantung dari kriteria pelaku yang telah
disepakati sebagai ketentuan norma hukum yang ada.

Dalam hal yang berkaitan dengan penetapan perbuatan sebagai
sebuah tindak pidana, Eddy Hiariej mengutip pendapatnya Moeljatno,
menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana
apabila perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang dan
diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar (Hiariej, 2024).
Lebih lanjut, Andi Hamzah mengutip pendapatnya Van Hamel,
menyatakan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang
dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut
dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Hamzah, 2019).

Kedua definisi di atas mengedepankan dua pendekatan yang
berbeda. Ada yang meletakkan antara perbuatan dan
pertanggungjawaban dalam dua proposisi yang berbeda disebut
sebagai dualist, dan ada pula yang menyatakan bahwa antara
perbuatan dan pertanggungjawaban berada dalam satu kesatuan
disebut monist.

Terlepas dari dua definisi di atas, definisi yang diberikan oleh
Simon, dikutip oleh Lamintang, menggambarkan bahwa tindak pidana
merupakan tindakan yang melanggar hukum, baik sengaja ataupun
tidak, yang dilakukan oleh individu yang dapat bertanggungjawab dan
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang
dapat dihukum (Lamintang, 2013). Dari definisi ini, sebuah perbuatan
dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut
telah diancam dengan pidana oleh hukum, dan perbuatan yang
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Kesimpulan

Kriminalisasi dapat dikatakan sebagai proses untuk menetapkan
perbuatan apa yang dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai
perbuatan tindak pidana, yang pastinya bersesuaian dengan
kebutuhan faktual masyarakat. Sehingga dalam proses tahapan
formalisasi tersebut, DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang,
harus menghadirkan bukti argumentatif perlunya suatu perbuatan
menjadi sebuah tindak pidana. Burden of proof ada di tangan yang
mengusulkan. Jadi, ada perdebatan dan pertentangan yang terjadi
dalam tahap formalisasi, dan bukan hanya ‘nyanyian lagu setuju’ oleh
anggota legislatif.

Lebih jauh lagi, tahapan formalisasi merupakan tahapan
penunjuk arah kebijakan hukum pidana. Maka perlu adanya
sinkronisasi kebijakan hukum pidana pada tiap lembaga peradilan
pidana yang meliputi lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan
lembaga kemasyarakatan. Tanpa adanya kesesuaian antara satu
kebijakan dengan kebijakan lainnya dapat menegasikan terwujudnya
tujuan hukum pidana secara umum.
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Pengertian Politik

Politik dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai kehidupan yang
lebih baik. Konsep ini telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, di mana
filsuf seperti Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai "en damonia"
atau "the good life". Secara luas, politik dapat dipahami sebagai upaya
untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan
kondisi yang ada, seperti yang disampaikan oleh Peter Merkl, "Politik
dalam bentuk yang terbaik adalah usaha mulia untuk mencapai
tatanan sosial yang baik dan berkeadilan" (Politics, at its best, is a noble
quest for a good order and justice). Pandangan ini, meskipun sering kali
bersifat abstrak, tetap menjadi latar belakang serta tujuan utama dari
aktivitas politik. Dalam hal ini, penting untuk disadari bahwa persepsi
mengenai apa yang dianggap baik dan adil dipengarubhi oleh nilai-nilai
dan ideologi yang dianut serta oleh konteks zaman yang bersangkutan
(Budiarjo, 2008).

Menurut Miriam Budiarjo (2008), politik pada dasarnya adalah
usaha untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat diterima
oleh mayoritas warga, dengan tujuan untuk mengarahkan masyarakat
menuju kehidupan bersama yang harmonis. Upaya untuk mencapai
"the good life" ini melibatkan berbagai aktivitas, termasuk proses
penentuan tujuan dari sistem politik yang ada, pemilihan di antara
beberapa alternatif, serta penetapan prioritas dari tujuan-tujuan
tersebut. Namun, kegiatan-kegiatan ini berpotensi menimbulkan
konflik karena nilai-nilai yang dikejar, baik material maupun non-
material, sering kali terbatas ketersediaannya. Di sisi lain, dalam
negara demokrasi, kegiatan politik juga membutuhkan kerjasama,
karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam konteks ini, politik
pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha untuk menyelesaikan
konflik atau mencapai konsensus (Budiarjo, 2008).

Ramlan Surbakti mengidentifikasi lima pandangan tentang
makna politik (Surbakti, 1992). Pertama, pandangan klasik yang
berasal dari Aristoteles, yang melihat politik sebagai asosiasi warga
negara yang berfungsi untuk membahas dan mengelola hal-hal yang
berkaitan dengan kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat.
Pada pandangan ini, urusan yang menyangkut kebaikan bersama
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pembentukannya dilakukan oleh aktor-aktor politik yang memiliki
kekuatan yang seimbang atau dominan. Hubungan antara politik
dan hukum juga terlihat dalam proses pembentukan lembaga-
lembaga hukum, penetapan pemimpin lembaga penegak hukum,
dan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Kedua, interaksi antara politik dan hukum dapat
menghasilkan dua kemungkinan: politik dapat memperkuat atau
melemahkan hukum. Dalam konteks perpolitikan Indonesia, sering
kali muncul kesenjangan antara elit politik (penguasa) dan
masyarakat, yang kemudian memengaruhi implementasi berbagai
peraturan perundang-undangan di masyarakat. Dari perspektif hak
asasi manusia, kriminalisasi terhadap individu tertentu merupakan
bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kriminalisasi
terhadap oposisi dan ulama yang pernah terjadi di Indonesia
(Situmeang, 2022). Konfigurasi politik suatu rezim sangat
memengaruhi produk hukum dan proses penegakan hukum.
Masalah kriminalisasi ini terkait dengan penerapan Asas Legalitas,
yang berarti bahwa setiap orang dapat dipidana jika melanggar
peraturan yang berlaku, tanpa pengecualian apa pun. Oleh karena
itu, untuk mencegah kriminalisasi terhadap oposisi dan ulama di
masa mendatang, diperlukan pembaruan dalam peraturan
perundang-undangan (Gultom, 2021).
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Tabel 9.1: Pasal Korupsi dalam KUHP 2023 (KUHP Nasional)

Pasal

Hal yang Diatur

Pasal 603

Mengatur tentang perbuatan memperkaya diri
sendiri, orang lain, atau Kkorporasi yang dapat
merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Pasal 604

Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang
berdampak pada kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara.

Pasal 605

a. memberi atau menjanjikan sesuatu Kkepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara
dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewaj ibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan
dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan
dalam jabatannya.

Pasal 606

a. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan
mengingat kekuasaan atau wewenang yang
melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau
oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat
pada jabatan atau kedudukan tersebut.

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

menerima hadiah atau janji

Sumber: Bahan Hukum Primer, 2024

Sebelum diresmikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Nasional yang baru, pengaturan tindak pidana korupsi dalam
KUHP ini memicu berbagai diskursus di tengah masyarakat.
Setidaknya terdapat 4 (empat) isu utama yang menjadi bahan
perdebatan, yaitu sebagai berikut:
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1. Tindak Pidana Korupsi Kehilangan Karakteristik Khususnya
Sifat kekhususan tindak pidana korupsi menjadi hilang setelah
pasal-pasal terkait kejahatan korupsi dimasukkan ke dalam KUHP.
Korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan yang bersifat khusus,
melainkan sebagai tindak pidana umum. Hal ini menyebabkan
korupsi tidak lagi diperlakukan sebagai tindak pidana luar biasa
(extraordinary crime). Seharusnya, pembuat undang-undang hanya
mengatur tindak pidana umum dalam KUHP, bukan tindak pidana
khusus seperti korupsi. Sebagai kejahatan yang memiliki dimensi
baru, tindak pidana korupsi seharusnya diatur dalam peraturan
khusus yang lebih fleksibel, aktual, dan sesuai dengan
perkembangan global.

2. Pendobelan dan Kesamaan dengan Undang-Undang Lain
Dalam KUHP terdapat kesamaan dan pendobelan dengan undang-
undang lain. Sebagai contoh, Pasal 2 dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi memiliki kesamaan dengan Pasal 603 dalam KUHP
nasional. Lebih memprihatinkan lagi, pasal mengenai korupsi
dalam KUHP nasional justru menurunkan hukuman minimal dari 4
tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi, menjadi 2 tahun, dan denda minimal dari Rp200
juta menjadi Rp10 juta.

3. Pengaturan Pasal Tertentu dalam KUHP Nasional Dapat
Menghambat Penyelidikan Kasus Korupsi
Berdasarkan penjelasan Pasal 603 dalam KUHP, kerugian
keuangan negara hanya dapat ditentukan atau dinilai berdasarkan
hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini berpotensi
memperumit proses penetapan tersangka oleh kepolisian karena
proses audit oleh BPK memerlukan waktu yang tidak sedikit,
sehingga dapat menghambat penyelidikan kasus korupsi.

Namun, terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan dalam
beberapa regulasi mengenai korupsi di Indonesia, terdapat beberapa
poin positif dalam politik hukum pidana terkait korupsi di Indonesia,
yaitu:
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Kesimpulan

Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi dengan segala dinamika dan tantangannya. Upaya-
upaya ini mencerminkan semangat bangsa Indonesia dalam mencapai
visi kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Korupsi adalah
kejahatan yang sangat merugikan, tidak hanya berdampak pada
perekonomian bangsa dan negara, tetapi juga merupakan bentuk
pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) warga negara,
mengancam Pancasila sebagai ideologi bangsa, merusak demokrasi,
dan menghancurkan tatanan moral masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pencegahan dan
pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang maksimal serta
dukungan politik yang kuat dengan semangat pemberantasan korupsi.
Usaha dan kebijakan untuk menyusun peraturan hukum pidana yang
baik merupakan salah satu dari berbagai pilihan dalam
penanggulangan kejahatan, termasuk korupsi. Kebijakan ini, yang
bertujuan untuk menghadirkan regulasi yang baik, merupakan inti
dari politik hukum pidana. Politik hukum selalu berhubungan erat
dengan politik kriminal, yang berarti bahwa politik hukum pidana
adalah upaya kebijakan untuk menanggulangi kejahatan melalui
hukum pidana. Oleh karena itu, dalam konteks kejahatan korupsi,
politik hukum pidana merupakan upaya untuk menghadirkan regulasi
yang baik dan efektif dalam pencegahan serta pemberantasan tindak
pidana korupsi.

$fokkkkkk ko kkkokokk
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Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bahasan penting dalam berbagai
diskursus keilmuan karenanya sifatnya yang multiperspektif sehingga
bisa dikaji dari banyak sudut pandang, dan karenanya pula HAM bisa
dilekatkan pada berbagai isu spesifik yang berkenaan dengan hak
dasar manusia, termasuk hukum pidana. Hingga kini ada begitu
banyak kategorisasi HAM, misalnya hak untuk hidup, hak atas pangan,
hak mendapatkan akses kesehatan, hak atas kehidupan yang layak,
hak bebas dari diskriminasi, hingga hak mendapat perlindungan dan
penegakan hukum secara adil. Hak- hak tersebut dikategorikan
sebagai HAM karena di dalamnya menyangkut hak kemanusiaan yang
bersifat mendasar (fundamental rights) dan dimiliki oleh semua orang
tanpa terkecuali—yang sesuai dengan prinsip universalisme HAM.

Hingga saat ini masih belum ada definisi tunggal dan
komprehensif yang menerangkan apa itu HAM. Hampir di banyak
literatur terdapat beragam tafsiran yang menjelaskan konsep dan
definisi HAM secara berbeda-beda. Misalnya menurut Mahfud MD
(2001: 127), bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada martabat
manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa
manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri
(kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.
Kemudian pandangan Muladi (2002: 56) juga menjelaskan bahwa
apapun rumusannya, HAM adalah yang melekat secara alamiah
(inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak
tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai
manusia yang utuh. Sehingga menurut Muladi, karena keberadaan
HAM yang sangat penting, tanpa HAM manusia tidak dapat
mengembangkan  bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya.

Meski uraian definisi secara gramatikal berbeda, namun uraian
definisi HAM yang diberikan oleh Mahfud MD dan Muladi di atas
menitikberatkan pada perspektif yang sama bahwa HAM merupakan
seperangkat hak yang bersifat kodrati, yakni hak yang diberikan oleh
Tuhan Yang Maha Esa karena kedudukannya sebagai manusia (the
rights as human), dan hak tersebut bersifat melekat pada diri setiap
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Sebut saja laporan KontraS yang menemukan ada 921 kekerasan dan
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi sepanjang Juli 2019
sampai Juni 2020. Jumlah itu pastinya mengalami peningkatan
signifikan hingga 2024 karena kultur di tubuh kepolisian masih sama,
bahkan menjadi semakin bias.

Padahal kalau menarik ke belakang, sejak tahun 2002 kepolisian
telah berubah menjadi institusi sipil dan berpisah dari ABRI. Namun,
hingga kini kultur represif kepolisian belum sepenuhnya hilang.
Sehingga dapat dikatakan bahwa institusi kepolisian telah ketinggalan
gerbong reformasi. Dalam penegakan hukum pidana, nampaknya
polisi menjadi institusi yang paling tidak pro keadilan karena
banyaknya masalah Kkultur represif. Tidak heran kalau laporan
Komnas HAM menyebut bahwa polisi adalah institusi yang paling
banyak dilaporkan melakukan penyiksaan. Dikutip dari Tempo
(6/2024), Komnas HAM menyatakan dalam kurun 1 Januari 2020
sampai 24 Juni 2024 terdapat 282 laporan kasus penyiksaan. Dari
total 282 kasus tersebut, 176 diantaranya melaporkan polisi. Begitu
pula laporan Amnesty International Indonesia yang mengungkap pada
periode Juli 2019 hingga Juni 2024, aparat kepolisian terlibat atas
dugaan 100 kasus penyiksaan dengan 151 korban dari total 142 kasus
dengan 227 korban.

Saat ini sudah waktunya untuk mengakhiri praktik represif yang
dilakukan kepolisian, begitu pula aparat penegak hukum lainnya. Polri
harus diminta pertanggungjawaban atas tindakannya yang dianggap
melanggar HAM (Sunarto, 2009: 138). Maraknya kasus represivitas
karena gagalnya aparat penegak hukum—terutama kepolisian—
dalam memahami amanat UUD NRI 1945 supaya penegakan hukum
dilakukan secara humanis sesuai prinsip hukum dan HAM, yaitu
equality before the law. Perbaikan praktik represif penegakan hukum
ini tidak sekadar memperbaiki instrumen substansial dalam undang-
undang kepolisian, melainkan harus memperbaiki secara makro
terutama aspek kultural di tubuh Kkepolisian. Apabila kultur
represivitas masih melekat pada diri aparat penegak hukum, maka
tujuan penegakan hukum yang adil tidak bisa tercapai. Perlu ada
intervensi yang kuat supaya pembenahan kultur represif ini dilakukan
secara serius. Tidak boleh ada waktu yang terbuang untuk
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memperbaiki kualitas aparat penegak hukum. Sebab apabila praktik
represif dibiarkan secara terus menerus maka yang menjadi korban
adalah HAM yang akan terus terancam. Apabila negara benar-benar
serius menjalankan amanat Pasal 281 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa
perlindungan dan penegakan HAM adalah tanggung jawab negara,
maka sudah semestinya negara hadir untuk memperbaiki kultur
aparat penegak hukum yang humanis dan pro HAM. Perspektif HAM
harus benar-benar diterapkan di banyak aspek, mulai dari perbaikan
regulasi, tata kelola institusi, serta internalisasi prinsip dan nilai HAM
bagi seluruh aparat penegak hukum, utamanya kepolisian. Upaya
perbaikan itu adalah panggilan moral yang harus diwujudkan oleh
negara dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan HAM yang berkeadilan.

kksk ksk kok skokskk sk ko
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kekayaan pelaku. Indonesia telah mengimplementasikan berbagai
inisiatif kontraterorisme, baik internal maupun eksternal
(Paamsyah, dkk, 2023), antara lain:

a. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT);

Penegakan hukum;

Partisipasi warga;

Pelibatan TNI dan Polri;

Program deradikalisasi;

"o a0 o

Kerjasama internasional.

Menurut Windani (2017), metode represif meliputi:

a. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum;

b. Pendekatan abolisionistik, yaitu mengatasi kejahatan dengan
menghilangkan penyebab-penyebabnya;

c. Konsep terpadu yang mengkombinasikan berbagai metode

penanggulangan di atas.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa
politik hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum yang
berlaku saat ini. Melalui politik hukum, diterapkan aturan-aturan
hukum yang relevan, termasuk yang harus diberlakukan, dicabut, atau
diperbarui, sehingga memberikan kejelasan dalam langkah-langkah
selanjutnya untuk meningkatkan penanggulangan tindak pidana
terorisme. Upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana
terorisme melibatkan integrasi antara penegakan hukum dan
kebijakan politik melalui tindakan preventif dan represif.
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Definisi Tindak Pidana Ekonomi

Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan ilmu
pengetahuan, dunia kejahatan juga mengalami transformasi yang
signifikan. Kejahatan kini semakin memanfaatkan kemajuan
teknologi, menggantikan metode konvensional yang sebelumnya
digunakan. Perkembangan ini telah beralih menjadi ancaman dan
gangguan terhadap ketahanan nasional, yang merupakan elemen
krusial dalam proses pembangunan (Sudiro, 1996). Selain itu,
kejahatan ekonomi memiliki karakteristik tersendiri yang
membedakannya dari jenis kejahatan konvensional lainnya,
khususnya yang berkaitan dengan harta benda. Kejahatan ekonomi
cenderung lebih bergantung pada sistem ekonomi serta tingkat
perkembangan masyarakat (Supriyanta, 2007).

Salah satu peraturan penting yang dibuat untuk mengawasi
kegiatan ekonomi tertentu adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi (UU Darurat No. 7 Tahun 1955). Aturan ini akan
menjadi dasar bagi aturan lain yang akan mengatur ekonomi negara.
Dengan mengadopsi undang-undang ini, generasi berikutnya memiliki
kesempatan untuk mengembangkan standar dan pemahaman
ekonomi negara, baik yang berhubungan dengan ekonomi secara
keseluruhan maupun yang merugikan negara (Luthfi, 2016).

Kejahatan ekonomi adalah istilah umum untuk kejahatan yang
dilakukan dengan motif ekonomi. Dalam hal ini, tindak pidana
ekonomi (TPE) adalah elemen hukum pidana khusus. Pengaturan TPE
di Indonesia relatif baru sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955
(Hartiwiningsih, 2017).

Sedangkan, UU Darurat No. 7 Tahun 1955 melarang tindakan
yang dianggap sebagai bentuk pidana ekonomi. Secara substansial, UU
Darurat No. 7 Tahun 1955 hanya menyebutkan beberapa kegiatan
perekonomian yang ada, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai TPE
dalam definisi terbatas. Tetapi, dalam artian secara umum, termasuk
pelanggaran undang-undang ekonomi di luar yang tercantum dalam
UU Darurat No. 7 Tahun 1955 (Luthfi, 2016). Bidang yang sangat luas
dan saling terkait, seperti perdagangan, industri, dan perbankan,
dapat menjadi bagian dari aktivitas di bidang ekonomi dan keuangan
negara yang sehat (Muladi, 1992).
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Sementara, Iza Fadri menawarkan beberapa asumsi terkait
dengan politik hukum pidana ekonomi di Indonesia sebagai berikut:
1. Pertama, sejak penjajahan, pasca-kemerdekaan, orde baru, dan

liberalisasi perdagangan global, politik pidana ekonomi telah
memainkan peran strategis dalam menentukan dan mengarahkan
kebijakan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya
berfungsi sebagai landasan hukum untuk politik perekonomian
yang diterapkan oleh penguasa dan pemerintah di setiap waktu.
Pada setiap periode, politik perekonomian dan politik pidana
ekonomi Indonesia berkorelasi satu sama lain.

2. Kedua, jika pemerintah ingin mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi, ia harus menggunakan instrumen yang jelas dan jelas.
Salah satu cara untuk mendorong stabilitas ekonomi bangsa adalah
dengan menerapkan hukum pidana ekonomi. Oleh karena itu,
tingkat substansi, struktur, dan budaya hukum pidana ekonomi
negara akan mempengarubhi stabilitas politik ekonomi negara.

3. Ketiga, adalah bahwa jika pembangunan pidana ekonomi di
Indonesia dapat memungkinkan liberalisasi perdagangan global,
hal itu akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan
menggerakkan politik perekonomian Indonesia dengan cara yang
akan menghasilkan persaingan ekonomi yang adil dan
menguntungkan. jangka panjang. Selain itu, hukum pidana
ekonomi akan berfungsi sebagai payung hukum untuk menjaga
kepentingan ekonomi dan mendorong kemajuan ekonomi
Indonesia (Fadri, 2013).

Dari asumsi disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi harus
diubah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan internasional.
Sehingga, hukum pidana ekonomi dan hukum internasional harus
selaras satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana
ekonomi dapat berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah
liberalisasi ekonomi yang akan menghancurkan ekonomi Indonesia.
Fadri menggunakan istilah "pagar yuridis" untuk hal tersebut.

Pada dasarnya, menjadikan hukum pidana ekonomi sebagai
"pagar yuridis" adalah cara mengubah politik hukum menjadi
kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Para teoritisi hukum
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tidak puas dengan model pendekatan hukum, yang mendorong
kehadiran disiplin politik hukum.

Dalam upaya menghindari liberalisasi perdagangan yang kuat di
Indonesia, politik hukum, terutama hukum pidana ekonomi, sangat
penting. Dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan
sejahtera, politik hukum yang pro rakyat akan memberikan
keuntungan hukum dalam bentuk kepastian hukum dan sebagai
"pagar yuridis". Politik hukum yang pro rakyat menghalangi
liberalisasi dunia.
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diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan
siber terhadap infrastruktur yang dianggap esensial bagi
keamanan dan kelangsungan fungsi masyarakat dan negara.
Instruksi ini memberikan panduan tentang cara melindungi
infrastruktur informasi vital dari ancaman siber yang semakin
kompleks dan sering terjadi.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 bertujuan
untuk memperkuat pengamanan terhadap infrastruktur informasi
vital di Indonesia. Infrastruktur ini mencakup sistem dan layanan
yang sangat penting bagi kelangsungan fungsi masyarakat dan
negara, seperti sektor keuangan, energi, kesehatan, transportasi,
dan telekomunikasi. Tujuan Utama Inpres Nomor 2 Tahun 2021 :
a. Melindungi Infrastruktur Informasi Vital
Meningkatkan keamanan dan ketahanan infrastruktur
informasi yang kritis terhadap ancaman siber.

b. Mengembangkan Standar dan Pedoman
Menetapkan standar dan pedoman untuk pengamanan
infrastruktur informasi vital yang harus diikuti oleh semua
pemangku kepentingan.

c. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama
Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara pemerintah,
sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
pengamanan IIV.

. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga penting
dalam sistem pertahanan siber Indonesia, yang memainkan peran
kunci dalam menjaga keamanan informasi dan komunikasi di era
digital.
BSSN bertindak sebagai pengawas utama dalam implementasi
UU PDP, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengendali
data mematuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan.
Tugas dan Fungsi utama dari BSSN adalah:
a. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Keamanan Siber
Salah satu fungsi utama BSSN adalah mengembangkan
kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk memperkuat
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keamanan siber di Indonesia. Ini termasuk penyusunan standar
dan pedoman yang harus diikuti oleh sektor publik dan swasta
dalam mengelola keamanan siber (BSSN, 2022).

b. Pemantauan dan Penanganan Ancaman Siber
BSSN bertanggung jawab untuk memantau ancaman siber yang
terjadi di Indonesia dan mengkoordinasikan upaya penanganan
terhadap insiden siber. Fungsi ini mencakup deteksi, analisis,
dan respons terhadap ancaman siber yang berpotensi
membahayakan infrastruktur informasi nasional (BSSN, 2021).

c. Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Keamanan Siber
BSSN berperan dalam memperkuat infrastruktur keamanan
siber nasional, termasuk peningkatan teknologi dan kapasitas
sumber daya manusia. Ini mencakup pengembangan pusat data
yang aman, peningkatan sistem enkripsi, dan pelatihan
profesional keamanan siber.

d. Kerjasama dan Koordinasi dengan Lembaga Lain
Untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga keamanan
siber, BSSN menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai
lembaga pemerintah, sektor swasta, dan komunitas
internasional. Ini termasuk berbagi informasi, penyusunan
protokol respons insiden bersama, dan partisipasi dalam forum
keamanan siber global (Rahayu, 2022).
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b. Studi Kasus Implementasi Al
Studi kasus mengenai penerapan Al dalam sistem hukum pidana
di berbagai negara menunjukkan berbagai keberhasilan dan
tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi.

3. Etika dan Tanggung Jawab dalam Penggunaan Al di Bidang

Hukum Pidana

a. Tantangan Etis
Penggunaan Al dalam sistem hukum pidana menimbulkan isu-
isu etis, seperti bias algoritma dan perlindungan hak asasi
manusia, yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan.

b. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas
Pentingnya  akuntabilitas dalam pengembangan dan
penggunaan Al adalah untuk memastikan keadilan dan
transparansi dalam setiap keputusan yang diambil oleh sistem
AL

Tantangan dan Isu dalam Penggunaan Al dalam Hukum
Pidana
1. Privasi dan Keamanan Data
a. Isu Privasi dalam Pengumpulan Data
Penggunaan data pribadi oleh sistem Al dapat mengancam
privasi individu jika tidak diatur dengan baik.
b. Keamanan Data dalam Sistem Al
Pentingnya menjaga keamanan data untuk mencegah
penyalahgunaan dan kebocoran informasi sangat krusial dalam
menjaga kepercayaan publik.
2. Bias dalam Algoritma Al
a. ldentifikasi dan Penyebab Bias
Bias dalam algoritma Al dapat muncul karena data yang tidak
representatif atau asumsi yang salah dalam model, yang dapat
berujung pada keputusan yang tidak adil.
b. Dampak Bias terhadap Keadilan
Bias dalam AI dapat menyebabkan diskriminasi dan
ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana, sehingga perlu
diidentifikasi dan diatasi dengan baik.
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Masa depan politik hukum pidana dengan Al menawarkan
peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
penegakan hukum. Namun, untuk memastikan bahwa teknologi ini
digunakan secara adil dan bermanfaat, penting untuk menghadapi
tantangan terkait privasi, bias, akuntabilitas, dan dampak sosial-
ekonomi dengan kebijakan yang tepat, inovasi berkelanjutan, dan
perhatian yang mendalam terhadap etika dan keadilan. Dengan
pendekatan yang hati-hati dan komprehensif, Al dapat menjadi alat
yang powerful untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih
baik dan lebih adil.

Politik hukum pidana dan kecerdasan buatan memiliki hubungan
yang kompleks dan saling mempengaruhi dalam konteks sistem
peradilan pidana. Penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem
peradilan pidana dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, namun
juga menghadapi tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Oleh
karena  itu, penting bagi pembuat kebijakan  untuk
mempertimbangkan implikasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari
penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan pidana.

Kesimpulan

Politik hukum pidana harus siap menghadapi perubahan yang
ditimbulkan oleh kehadiran kecerdasan buatan dalam sistem hukum.
Dalam menghadapi tantangan ini, politik hukum pidana perlu
memperhatikan aspek privasi, keadilan, implikasi sosial dan ekonomi,
serta regulasi yang relevan. Dengan mempertimbangkan semua aspek
ini, politik hukum pidana dapat mengembangkan pendekatan yang
seimbang dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam sistem
hukum pidana yang memastikan perlindungan hak asasi manusia,
keadilan, dan keberlanjutan sosial.
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Mengembangkan sistem peradilan yang berfokus pada mediasi
dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban untuk mencapai
keadilan restoratif.

b. Implementasi program diversion untuk pelaku kejahatan ringan
atau anak-anak, guna menghindari efek negatif dari
pemenjaraan.

c. Penggunaan Teknologi Canggih
Memanfaatkan teknologi canggih seperti analisis data besar (big
data), kecerdasan buatan (Al), dan blockchain dalam proses
penegakan hukum untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

d. Meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan
kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia,
narkotika, dan kejahatan siber.

e. Mendorong penelitian dan pengembangan di bidang hukum
pidana untuk terus menemukan cara-cara baru yang efektif
dalam penegakan hukum.

f. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan
kebijakan hukum pidana melalui konsultasi publik dan
pelibatan komunitas.

3. Penguatan Kerangka Hukum untuk Perlindungan Hak Asasi

Manusia

Menerapkan konvensi-konvensi internasional terkait hak asasi

manusia dalam hukum nasional untuk melindungi hak-hak warga

Negara. Membentuk pengadilan khusus untuk menangani kasus-

kasus pelanggaran hak asasi manusia secara lebih efektif dan

berkeadilan.

Dengan menggabungkan strategi dan rekomendasi di atas,
diharapkan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang
dalam politik hukum pidana tanah air secara lebih efektif, serta
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
pidana.

Penutup

Perkembangan politik hukum pidana di masa depan menghadirkan
berbagai tantangan dan peluang yang memerlukan perhatian serius
dan tindakan strategis dari berbagai pihak. Dalam menghadapi
perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat, sistem hukum
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pidana harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di
masyarakat. Perubahan sosial yang kompleks, kemajuan teknologi
yang pesat, serta isu-isu etis dan moral yang baru muncul
mengharuskan adanya reformasi regulasi yang responsif dan adaptif.

Di sisi lain, teknologi juga membuka peluang besar untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana.
Penggunaan teknologi canggih seperti forensik digital, pemantauan
elektronik, dan analisis data besar dapat membantu dalam
mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan dengan lebih cepat
dan akurat. Kerjasama internasional juga semakin penting untuk
menangani kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

Pendekatan multidisiplin dalam politik hukum pidana, yang
melibatkan berbagai disiplin ilmu, memungkinkan analisis yang lebih
komprehensif dan mendalam mengenai berbagai faktor yang
mempengaruhi tindak pidana dan sistem peradilan pidana.
Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan penegakan
hukum juga sangat penting untuk memperkuat legitimasi hukum,
meningkatkan transparansi, dan mendorong reformasi yang lebih
responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Melalui analisis dan rekomendasi yang telah disampaikan,
diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi yang efektif untuk
menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam politik
hukum pidana di masa depan. Dengan demikian, sistem hukum pidana
yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dapat tercipta, yang pada
akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
sistem peradilan pidana dan mendukung tercapainya tujuan-tujuan
hukum yang lebih luas, seperti keadilan, ketertiban, dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia.

Dengan menggabungkan strategi dan rekomendasi yang telah
disampaikan, kita dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan
peluang dalam politik hukum pidana dengan lebih baik, serta
menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan
berkeadilan di masa depan.
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